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MOTTO : 

“Sesungguhnya kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi. Dia 

menghidupkan dan mematikan dan sekali-kali tidak ada pelindung dan 

penolong bagimu selain Allah”. 

(QS. At-Taubah : 116) 
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 Kedua orang tuaku tersayang yang selalu 
memberikan do’a dan dukungan serta doa yang tulus 
demi masa depanku. 

 Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan 
satu persatu, terima kasih atas dukungannya. 
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ABSTRAK 

 

MEKANISME PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NARKOTIKA DI 

POLRESTABES PALEMBANG 

     M. Iqbal Ryzantha 

 

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah mekanisme 

pemusnahan barang bukti narkotika di Polrestabes Palembang? Dan Kapankah 

Narkotika sebagai barang  bukti kejahatan dapat dimusnahkan. Jenis penelitian 

hukum ini adalah “penelitian hukum sosiologis yang dimaksudkan objek kerjanya 

meliputi data-data sekunder yang ada diperpustakaan. Tipe penelitian ini adalah 

bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan.  

Berdasarkan penelitian dan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa :  

Mekanisme pemusnahan barang bukti narkotika di polrestabes Palembang, yaitu 

Pemusnahan Benda Sitaan Narkotika sendiri dilakukan setelah memperoleh 

penetapan status benda sitaan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat dan 

dilakukan oleh penyidik dan disaksikan oleh perwakilan dari unsur Kejaksaan, 

Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan.Narkotika 

sebagai barang  bukti kejahatan dapat dimusnahkan, yaitu Pemusnahan Barang 

Bukti    Narkotika di Polrestabes Palembang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 

35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terkait dengan mekanismenya, namun dalam 

proses pelaksanaanya proses pemusnahan dilakukan secara periodik setelah 

terkumpul dalam jumlah yang memadai (setelah jumlah narkotika yang akan 

dimusnahkan cukup) paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, mengingat 

bahwa proses pemusnahan tidak dapat dilakukan satu per satu. 

 

Kata Kunci : Barang bukti, Narkotika, Polrestabes. 
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BAB I 

 

PENDAHULUAN 
 

 

A. Latar Belakang 

       Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat seiring dengan 

merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, 

perkembangan itu selalu diikuti proses penyesuain diri yang kadang-kadang 

proses tersebut terjadi secara tidak seimbang. Dengan kata lain, pelangaran 

terhadap norma-norma tersebut semakin sering terjadi dan kejahatan semakin 

bertambah, baik jenis dan polanya semakin kompleks. Perkembangan 

masyarakat itu disebabkan karena ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) 

serta pola pikir dan sikap tindak masyarakat yang juga mengalami 

perkembangan. 

       Masyarakat berusaha mengadakan pembaharuan-pembaharuan disegala 

bidang. Namun Kemajuan Iptek tidak selamanya berdampak positif kadang 

kala berdampak negatif. Dampak negatif teknologi makin banyak pula terjadi 

kejahatan dengan modus yang canggih, Ini merupakan tantangan bagi 

penegak hukum untuk menciptakan penanggulangannya, khususnya 

penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang. 

       Akhir-akhir ini masalah Narkotika merupakan masalah yang sangat 

serius dimana masalah Narkotika menghancurkan segala aspek kehidupan 

tidak hanya bagi anak muda tetapi tidak jarang juga kita temui orang tua yang 

memakai obat terlarang tersebut, aparat penegak hukum diharapkan mampu 
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mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan 

moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya para 

generasi muda. 

       Pengaturan Narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2009 Tentang Narkotika (Selanjutnya disebut Undang-Undang Narkotika), 

dimana narkotika didefenisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari 

tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat 

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, 

mengurangi rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.1 

 

       Pengaturan Undang-Undang Narkotika ini bertujuan menjamin 

ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mencegah melindungi dan 

menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalagunaan Narkotika serta 

memberantas peredaran gelap Narkotika dan menjamin pengaturan upaya 

rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalagunaan dan pecandu Narkotika. 

       Alasan memakai Narkotika disebabkan bebarapa hal, yaitu ajakan, 

bujukan, iming-iming teman atau kelompok sebaya, ketidaktahuan akan 

bahaya narkotika, mencari pengalaman yang menyenangkan, mengalami 

stress, tidak mampu menghadapi tekanan dari lingkungan pergaulan untuk 

menggunakan Narkotika, pengaruh sosial dan lingkungan.2 

       Tren perkembangan Narkotika di Indonesia sekarang ini menunjukan 

peningkatan yang sangat tajam. Hasil analisa kepolisian menunjukan 

bahwa tingginya kejahatan Narkotika itu disebabkan oleh krisis ekonomi 

yang melanda hampir setiap daerah yang ada di Indonesia. Dengan 

                                                 
1 Soedjono Dirjosisworo, 2017,  Hukum Narkotika Indonesia. Bandung: Citra Aditya 

Bakti, hlm 14 

 
2 Ichsan Solihudin, 2018, Pencegahan Bahaya Narkoba, Bandung: Brainside 

Intellegence,  hlm 35. 
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kejadian ini para pihak produsen, distributor, dan konsumen 

memanfaatkan situasi ini untuk mencari dan memperbesar keuntungan 

mereka dalam peredaran penyalagunaan Narkotika.3 

 

       Suatu perbuatan dikatakan bersifat melawan hukum apabila perbuatan 

tersebut bertentangan dengan undang-undang atau bertentangan dengan nilai-

nilai yang hidup dalam masyarakat.4 

  Mencermati perkembangan penyalagunaan dan peredaran Narkotika 

telah menimbulkan kekhawatiran yang mendalam terutama terhadap generasi 

muda harapan bangsa. Walaupun demikian mungkin pada umumnya 

masyarakat belum menyadari dan merasa bahaya dari Narkotika bukan 

urusannya karena anak dan keluarga mereka belum menjadi korban. Yang 

menjadi sasaran bukan hanya tempat-tempat hiburan malam, bahkan sudah 

merebak ke daerah permukiman masyarakat, kampus, bahkan sekolah-

sekolah. Menjalarnya pemakaian Narkotika memang sangat merisaukan, hal 

ini di karenakan narkotika mampu menghilangkan kesadaran seseorang dan 

parahnya lagi apabila korban tersebut sudah ketagihan dan tidak memiliki 

uang maka dapat melakukan hal-hal yang tidak diinginkan seperti melakukan 

pencurian. 

Berkaitan dengan penanggulangan narkotika dan obat-obat 

terlarang  tidak terlepas akan menyinggung tugas dan fungsi Kepolisian 

sesuai dengan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 

sebagai lembaga yang memiliki tugas dan fungsi keamanan, ketertiban, 

serta ketentraman masyarakat pada satu sisi, pada sisi lainnya 

                                                 
3 Tongat, 2016,  Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif 

Pembaharuan, Malang: UMM Pers, hlm 197. 

 
4 Amir Ilyas, 2018. Asas-Asas Hukum Pidana. Yogyakarta: Rangkang Education, hlm 

41. 
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Kepolisian adalah lembaga yang memiliki kewenangan sebagai 

Penyidik Tunggal dalam penindakan dan penanggulangan kejahatan.5 

 

  Melalui kewenangan yang dimiliki Polri dalam melaksanankan tugas 

dan wewenangnya, Polri juga harus bertindak dalam batas-batas yang 

ditentukan oleh peraturan supaya tidak terjadi kesalahan prosedur dan 

terkesan bertindak sewenang-wenang atau melampaui batas kewenangannya, 

sehingga merugikan tersangka dan juga merugikan citra Polri sebagai aparat 

penegak hukum. 

  Dalam proses penyidikan diantara kewenangan Kepolisian Republik 

Indonesia adalah bahwa “pejabat tersebut memiliki wewenang telah diatur 

dalam hukum pidana sehingga berwewenang melakukan tindakan-tindakan 

paksa kepada siapa saja yang menurut mereka dapat diduga telah melakukan 

tindak pidana”.6 

 Penyitaan untuk kepentingan pembuktian, dalam Pasal 38 Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang dinyatakan 

bahwa penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua 

Pengadilan Negeri setempat, walaupun dalam keadaan yang sangat perlu dan 

mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk 

mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan yang 

pertama penyidik dapat melakuakn penyitaan hanya atas benda bergerak dan 

wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan guna mendapat 

persetujuan.7 

 

                                                 
5 Leden Marpaung,  2019, Proses Penanganan Perkara Pidana , Jakarta: Sinar Grafika,  

hlm 6. 

 
6 L & J Law Firm, 2009, Hak Anda Setelah Digeledah Disita Ditangkap Didakwa 

Dipenjara, Jakarta: Forum Sahabat,   hlm 24 

 
7 Harahap, M Yahya. 2019. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, 

Penyidikan dan Penjntutan. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 62 
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  Kemungkinan besar tanpa barang bukti, perkara tidak dapat diajukan 

ke sidang pengadilan. Oleh karena itu, maka tampak jeles bahwa 

penyelidikan adalah bagian dari tahap penyidikan yang merupakan satu tahap 

yang harus dilalui dalam pengajuan perkara pidana kemuka persidangan.8 

  Seperti halnya dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 

tentang Hukum Acara Pidana, penjabaran penyitaan atau yang dapat disita 

adalah benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau 

sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau hasil dari tindak pidana, 

benda yang telah dipergunakan secara langsung dalam melakukan tindak 

pidana, benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan, 

benda yang di buat khusus melakuakan tindak pidana, atau benda yang 

berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. Barang bukti 

hasil dari penyitaan tersebut harus di jaga pengamanannya oleh Polri yang 

berwenang bertanggungjawab secara penuh atas rusak atau hilangnya barang 

bukti sitaan yang berada dalam kekuasaannya. 

Ketentuan mengenai pemusnahan Narkotika diatur dalam Pasal 91 

Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang 

menyatakan,„‟Kepala Kejaksaan Negeri setempat telah menerima 

pemberitahuan tentang penyitaan barang Narkotika dan Precursor Narkotika 

dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN 

(Badan Narkotika Nasional), dalam waktu paling lama 7 (Tujuh) hari wajib 

menetapkan status barang sitaan Narkotika dan prekursor Narkotika tersebut 

                                                 
8 Ibid,. hlm. 7. 
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untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan atau 

dimusnahkan. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk 

mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkut paut dengan pemusnahan 

barang bukti narkotika, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam 

skripsi ini yang berjudul : MEKANISME PEMUSNAHAN BARANG 

BUKTI NARKOTIKA DI POLRESTABES PALEMBANG. 

B. Permasalahan 

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah mekanisme pemusnahan barang bukti narkotika di 

Polrestabes Palembang? 

2. Kapankah Narkotika sebagai barang  bukti kejahatan dapat dimusnahkan? 

C. Ruang Lingkup dan Tujuan  

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan 

dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan 

dalam penelitian ini yang bersangkut paut dengan mekanisme pemusnahan 

barang bukti Narkotika di Polrestabes Palembang.   

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan 

pengetahuan yang jelas tentang : 

1. Mekanisme pemusnahan barang bukti Narkotika di Polrestabes 

Palembang. 

2. Narkotika sebagai barang  bukti kejahatan dapat dimusnahkan. 
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D. Defenisi Konseptual 

1. Barang Bukti adalah barang yang dipergunakan oleh tersangka untuk 

melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak 

pidana.9 

2. Penyidik Kepolisian adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau 

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh 

undang-undang untuk melakukan penyidikan. ( Pasal 1 butir 3 Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana) 

3. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan atau bentuk tingkah laku yang 

melanggar undang-undang pidana, oleh sebab itu perbuatan yang dilarang 

oleh undang-undang harus dihindari dan siapa melanggarnya maka akan 

dikenakan pidana.10 

4. Tindak Pidana Narkotika adalah serangkaian perbuatan terlarang oleh 

undang-undang dan tercela dalam kaitan dengan kegiatan pemakaian dan 

peredaran atau perdagangan penggunaan obat atau zat kimia yang 

berfungsi menurunkan tingkat kesadaran ingatan atau fisik bahkan 

menimbulkan masalah dan gangguan kesehatan kejiwaan seseorang.11 

 

                                                 
9 Ansori Sabuan, 1990, “Pengertian Barang Bukti”, (https://www.raypratama.blogspot.com 

diakses 3 November 2022) 

10 P.A.F. Lamintang, 2011, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Citra Aditya 

Bakti,  hlm 7. 

 
11 Taufik Makarao, 2019, Tindak Pidana Narkotika, Bandung: Ghalia Indonesia,  hlm 10. 

https://www.raypratama.blogspot.com/
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E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian 

hukum yang dipandang dari sudut tujuan penelitian hukum yaitu penelitian 

hukum sosiologis, yang terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum. 

2. Jenis dan Sumber data 

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan 

perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan 

buku-buku lainnya 

Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang 

diperoleh dari pustaka, antara lain : 

a. Bahan hukum primer 

Bahan hukum yang mempunyai otoritas (authoritatif) yang terdiri dari 

peraturan perundang-undangan, antara lain,  Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan 

hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil 

penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya. 

c. Bahan Hukum Tersier 
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Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelesan 

terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, 

ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya. 

Data Primer diperoleh melalaui wawancara pada pihak Polrestabes 

Kota Palembang. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan 

yaitu melalui studi kepustakaan (library research) yaitu penelitian untuk 

mendapatkan data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan 

menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian 

serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan 

permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, 

perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam 

penulisan skripsi ini.  

4. Teknik Analisa Data 

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan 

diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya 

menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, 

sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan 

interprestasi data dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya hasil dari 

sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan 

menggunakan logika berpikir induktif, yakni penalaran yang berlaku 

khusus pada masalah tertentu dan konkrit yang dihadapi. Oleh karena itu 
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hal-hal yang dirumuskan secara khusus diterapkan pada keadaan umum, 

sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam 

penelitian. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :  

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, 

Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Defenisi Konseptual, Metode 

Penelitian, serta Sistematika Penulisan. 

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat 

kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian Narkotika, Unsur-

unsur Tindak Pidana Narkotika, Kewenangan Penyidik, Pembuktian dan 

Alat-alat Bukti Perkara Pidana, Pengertian Barang Bukti. 

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Mekanisme 

pemusnahan barang bukti narkotika di Polrestabes Palembang dan 

Narkotika sebagai barang  bukti kejahatan dapat dimusnahkan. 

Bab   IV berisikan Kesimpulan dan saran. 
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